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KEBIJAKAN PENDIDIKAN RESPONSIF GENDER: 
PERLUASAN AKSES PEREMPUAN TERHADAP 







The policies of a school tend to be no gender value and no a wise  
affirmation applied to the broadening  of women's access to continuing 
education to a higher level or go on to university. The efforts made by the 
community, school, or government for the extend of women's access to 
secondary education remains piecemeal. For that we need the synergy in 
developing strategic policies involving tripartite, where the role of local 
government as a policy initiator. 
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A. Pendahuluan. 
Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan alat penting dalam 
mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Pendidikan yang tidak 
diskriminatif akan menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-
laki, yang pada gilirannya akan mempermudah terjadinya kesetaraan 
(equity) dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dewasa pada 
masyarakat yang lebih luas. Untuk itu berbagai regulasi telah 
diciptakan, mulai dari pasal 31 UUD 1945 yang tidak membedakan 
hak untuk mengenyam pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. UU 
No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No.7 
tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan 
sampai kepada Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 
Gender (PUG).  
Kesemua regulasi tersebut memberikan jaminan hukum bagi 
persamaan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan dalam berbagai 
bidang termasuk bidang pendidikan. Realitas dalam bidang 
pendidikan, statistik gender secara nasional maupun lokal 




menggambarkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan 
dalam bidang pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya angka 
buta huruf, angka putus sekolah, dan menamatkan pendidikan pada 
jenjang yang lebih tinggi dialami perempuan.  
Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan telah menjadi 
kebijakan utama di beberapa negara berkembang selama lebih dari tiga 
dekade terakhir ini, termasuk Negara Indonesia. Jika dirunut ke 
belakang, perbincangan tentang pendidikan perempuan telah dimulai 
sejak tahun 1970 sejalan dengan lahirnya kritik di kalangan feminis 
terhadap model pembangunan yang merugikan perempuan. Kritik 
yang dilancarkan kaum feminis dunia tersebut, pada akhirnya 
melahirkan rekomendasi akan pentingnya pendidikan bagi perempuan. 
Lima tahun kemudian diselenggarakan Konferensi Dunia I tentang 
perempuan di Mexico City pada tahun 1975 yang secara tegas 
merekomendasikan kepada seluruh negara anggota agar diberi 
kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi perempuan (Ihromi, 
2000). Konferensi Dunia IV tentang perempuan yang berlangsung di 
Beijing tahun 1995 pada akhirnya menetapkan rencana program aksi 
di 12 bidang kritis, yang diantaranya adalah tentang perempuan dan 
pendidikan. 
Di Indonesia secara normatif, negara telah mengambil peran 
penting untuk memajukan perempuan di segala bidang sebagaimana 
tertera dalam pasal 28 ayat 1 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia 
yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta 
budaya serta meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan umat 
manusia. Landasan hukum lain yang memastikan terciptanya 
kesetaraan gender adalah UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Perempuan dan Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam kebijakan, program dan kelembagaan 
termasuk bidang pendidikan. Lebih khusus lagi UU No.20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah membuat beberapa 




paradigma baru yang lebih memberi kesempatan seluas-luasnya bagi 
laki-laki dan perempuan untuk beraprtisipasi dalam pendidikan. 
Rangkaian kebijakan pendidikan yang responsif tersebut 
ternyata tidak memberikan kesetaraan dan keadilan dalam tataran 
empiris. Menurut Arivia (2002) persoalannya adalah dalam 
pelaksanaannya ternyata pendidikan bukanlah sesuatu yang bebas 
nilai, karena ia merupakan produk konstruksi sosial. Terlebih-lebih 
ada jenis kelamin dalam masyarakat yaitu perempuan yang tidak 
selalu diuntungkan akibat konstruksi sosial tersebut. Sekolah sebagai 
lembaga pendidikan formal merupakan lembaga sosial yang amat 
penting dalam membentuk dan kemudian memposisikan individu laki-
laki dan perempuan pada golongan dan strata tertentu dalam 
masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya cenderung menjadi penyebab 
munculnya berbagai bentuk ketidakadilan. 
Statistik gender secara nasional menggambarkan adanya 
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. 
Supriandi, dkk. (2001) dalam buku Fakta, Data dan Informasi 
Kesenjangan Gender di Indonesia menyebutkan bahwa angka 
partisipasi sekolah (APS) terlihat dominan rendah dalam usia 12-18 
tahun, sedangkan persentase perempuan yang buta huruf dua kali lebih 
besar dari laki-laki (13, 85% dan 6,26%). Sementara jika dilihat dari 
pendidikan yang ditamatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki. 
Perempuan yang tidak menamatkan pendidikan dua kali lebih banyak 
bila dibandingkan dengan laki-laki yaitu 13,32% untuk perempuan dan 
5,96% untuk laki-laki. Pendapat senada dikemukakan oleh Arivia 
(2002), rata-rata angka masuk sekolah perempuan adalah 49,18% 
sedangkan laki-laki 50,82% di tingkat sekolah dasar. Untuk tingkat 
SLTP angka masuk siswa perempuan turun menjadi 46,43% 
sedangkan laki-laki menjadi 53,56%. Sementara di tingkat SLTA 
angka masuk perempuan mencapai 41,45% sedangkan laki-laki 
58,55%. Di perguruan tinggi, rata-rata angka masuk perempuan hanya 
33,36%, sedangkan laki-laki 66,44%. Dengan demikian, angka-angka 
statistik partisipasi bersekolah masyarakat tersebut menunjukkan 




makin tinggi tingkat jenjang pendidikan maka makin rendah akses 
perempuan terhadap pendidikan. 
Di Sumatera Barat berdasarkan profil statistik dan indikator 
gender Provinsi Sumatera Barat tahun 2000, terlihat bahwa selama 
kurun waktu 1996–2000 juga memperkuat kenyataan bahwa 
rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan apabila 
dibandingkan dengan laki-laki. Indikator lain yang dapat 
menggambarkan perluasan akses dan pemerataan kesempatan 
masyarakat dalam mengenyam pendidikan adalah gambaran siswa 
putus sekolah (angka putus sekolah). 
Fenomena kesenjangan gender di bidang pendidikan 
sebagaimana terungkap sebelumnya, perlu segera mendapatkan upaya 
perbaikan yang komprehensif. Untuk itu penelitian ini penting 
dilakukan terlebih mengingat pencapaian target Millenium 
Development Goals (MDGs) tahun 2015 diharapkan dapat mencapai 
tujuan. Satu diantara berbagai tujuan tersebut adalah meningkatkan 
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di segala bidang 
termasuk bidang pendidikan. Berdasarkan hal tersebut menarik untuk 
diteliti strategi perluasan akses perempuan terhadap pendidikan 
menengah di Sumatera Barat, baik yang dilakukan oleh pihak 
keluarga/masyarakat, sekolah, maupun pemerintah daerah. Oleh 
karena itu permasalahan penelitian ini difokuskan pada  
“Bagaimanakah strategi perluasan akses perempuan yang dilakukan 
oleh pihak keluarga/masyarakat, sekolah dan pemerintah daerah?” 
B. Kajian Pustaka 
Pendidikan dalam suatu bangsa memegang peranan yang cukup 
penting. Perkembangan dan kemajuan sumberdaya pada suatu negara 
sangat bergantung pada hasil pendidikan yang memberikan 
kesempatan pada perkembangan manusia secara utuh (Tilaar, 1999). 
Dalam rangka membentuk manusia yang utuh, pendidikan di 
Indonesia hendaknya berupaya menjunjung tinggi adanya kesetaraan 
dan keadilan gender. Kesetaraan gender adalah keadaan dimana 
perempuan dan laki-laki memiliki status yang sama sebagai manusia 
dan mewujudkan kemampuannya untuk berperan aktif dalam 




pembangunan. Sementara itu keadilan gender merupakan proses yang 
adil terhadap perempuan dan laki-laki. Supaya proses untuk menjadi 
adil terwujud, diperlukan banyak langkah untuk menghentikan hal-hal 
yang secara sosial dan menurut sejarah menghambat perempuan dan 
laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang 
dimainkan.  
Keadilan gender dalam pendidikan secara tegas dicantumkan ke 
dalam Deklarasi Beijing tahun 1996 bahwa: ”pendidikan merupakan 
hak asasi manusia dan alat penting dalam mencapai kesetaraan, 
perkembangan dan perdamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif 
akan menguntungkan baik bagi perempuan maupun laki-laki, yang 
pada gilirannya akan mempermudah terjadinya kesetaraan (equity) 
dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dewasa pada masyarakat 
yang lebih luas.” hal senada juga dapat ditemui dalam kebijakan 
pendidikan untuk semua (educational for all) yang telah disepakati di 
Dakkar Singal. Beberapa isi dari kesepakatan tersebut berkaitan 
dengan pendidikan dan kesetaraan gender yakni : Pertama, menjamin 
bahwa menjelang tahun 2015 semua anak khususnya perempuan, 
anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik 
minoritas, mempunyai akses dalam menyelesaikan pendidikan dasar 
yang bebas dan wajib dengan kualitas baik. Kedua, mencapai 
perbaikan 50% pada tingkat literary orang dewasa menjelang tahun 
2015 terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada 
pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. Ketiga, 
menghapus disparitis gender di bidang pendidikan dasar dan 
menengah menjelang tahun 2015 dengan fokus jaminan bagi 
perempuan atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam pendidikan 
yang berkualitas (Depdiknas, 2003). 
Penelitian Suryadi (dalam Sukesi, 2002) menyebutkan 
ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan terjadi antara lain dari 
gejala berbedanya akses atau peluang bagi laki-laki dan perempuan 
dalam memperoleh pendidikan, rendahnya angka partisipasi 
perempuan pada setiap studi, dan akses bagi partisipasi perempuan 
terhadap jurusan, ilmu dasar seperti fisika, kimia biologi dan 




tekonologi industri masih rendah. Penelitian yang lebih intens tentang 
bias gender dalam pendidikan oleh Muthali’in (2001) yang secara 
umum menyimpulkan bias gender di sekolah tidak hanya ditemukan 
dalam proses pembelajaran (seperti buku pelajaran, media dan metoda, 
komponen-komponen proses belajar mengajar) tetapi juga tercermin 
dalam sistem sosial yang berlangsung di sekolah. Hal senada juga 
dikemukakan Fadhil (2002) yang menyebutkan bahwa dalam 210 juta 
jiwa lebih penduduk Indopnesia, 50,3% diantaranya perempuan dan 
dari jumlah tersebut, 65% berada pada usia produktif (15–60 tahun). 
Angka statistik secara umum menonjolkan bahwa kaum perempuan 
mendapat posisi yang kurang menguntungkan terutama dalam bidang 
pendidikan. 
Bias gender dalam pendidikan ternyata merugikan satu peran 
gender yaitu perempuan. Padahal menurut Moore (1996) bila ditinjau 
dari teori fungsional peran sekolah dapat meningkatkan modal sosial 
laki-laki dan perempuan. Ternyata peningkatan modal sosial antara 
perempuan dan laki-laki tidak mengalami persamaan. Demikian juga 
dengan teori konflik. Berdasarkan teori ini direkomendasikan bahwa 
isi kurikulum mengandung bias kultural yang kadangkala mendistorsi 
perempuan dan dimensi-dimensi kehidupan yang penting buat 
perempuan.  
Di sisi lain dapat dijelaskan bahwa paling tidak ada tiga macam 
paradigma yang biasa mewarnai gerak langkah lembaga pendidikan. 
Pertama,  paradigma konservatif yang menyebutkan ketidaksetaraan 
merupakan hukum alam dan oleh karenanya mustahil untuk dihindari. 
Perubahan sosial bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan 
serius. Menurut paradigma ini menjadi miskin, tertindas, terpenjara 
adalah buah dari kesalahan mereka sendiri karena kelalaian mereka 
untuk belajar dan bekerja keras. Kedua, paradigma liberal yang 
menganggap bahwa persoalan ekonomi politik tidak berkaitan 
langsung dengan pendidikan. Oleh karenanya usaha-usaha pemecahan 
persoalan pendidikan yang dilakukan pada umumnya berupa usaha-
usaha reformasi yang bersifat kosmetik seperti pembangunan kelas 
dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah, pengadaan 




laboratorium atau komputer dan sebagainya, yang secara umum 
terisolasi dari sistem dan struktur ketidakadilan kelas, gender, 
dominasi budaya, dan represi politik yang ada dalam masyarakat. 
Pendidikan justru berfungsi untuk menstabilkan norma dan nilai 
masyarakat, menjadi media untuk mensosialisasikan, dan 
memproduksi nilai-nilai tata susila agar berfungsi dengan baik. 
Paradigma ini pada umumnya membangun kesadaran dimana 
pendidikan tidak berusaha mempertanyakan sistem dan struktur, 
bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik atau given, 
dan oleh karenanya tidak perlu dipertanyakan (Fakih dalam O’Neil, 
2001). Ketiga, paradigma kritis yang memandang pendidikan sebagai 
arena perjuangan politik. Pendidikan dengan paradigma ini 
mengagendakan perubahan struktur secara fundamental di dalam 
masyarakat. Bagi mereka, kelas dan diskriminasi gender dalam 
masyarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan. Untuk itu urusan 
pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap ideologi yang 
dominan ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidik adalah 
menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur 
ketidakadilan serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju 
sistem sosial yang lebih adil. Paradigma ini mengadopsi kesadaran 
kritis dengan cara melatih anak didik untuk mampu mengidentifikasi 
segala bentuk ketidakadilan yang mengejewantah dalam sistem dan 
struktur yang ada, kemudian melakukan analisis bagaimana sistem dan 
struktur itu bekerja serta bagaimana mentransformasikannya. 
Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah 
dirasakan urgensinya demi mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
gender di bidang pendidikan. Untuk itu pemberdayaan perempuan 
dalam bidang pendidikan harus dilakukan secara simultan agar 
perempuan dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi 
yang mereka miliki. Pemberdayaan merupakan respon yang 
dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran pada skala obyektif 
terhadap eksistensi diri, posisi, dan juga masa depan individu ataupun 
kelompok. Oleh Fakih (1996) dikatakan bahwa pemberdayaan 
dianggap sebagai jalan yang penting menuju suatu perubahan. Lerman 
dan Porter (1990), Worrel dan Remer (1992) serta MacDonald (1993) 




mengemukakan pandangannya bahwa pemberdayaan (empowerment) 
merupakan kerangka proses: (1) individu dapat mengidentifikasi dan 
menyadari situasinya, dan alternatif-alternatif penyelesaian masalah-
nya; (2) individu memiliki kekuatan-kekuatan personal untuk 
mengatasi dan mengendalikan situasi secara tidak langsung dan 
selanjutnya secara langsung; dan (3) individu memiliki keberanian dan 
keterampilan untuk menghadapi situasi-situasi yang menekan dari 
luar. Disini selain menunjuk pada proses empowerment juga menunjuk 
pada hasil dari proses tersebut. 
Pemberdayaan merupakan suatu proses dan sekaligus hasil dari 
proses tersebut. Pemberdayaan terwujud sebagai redistribusi 
kekuasaan, apakah antar negara, kelas, kasta, ras, gender atau individu. 
Selanjutnya tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk 
mengeliminir ideologi patriarki, yaitu dominasi laki-laki terhadap 
perempuan, mengubah struktur dan pranata yang memperkuat dan 
melestarikan diskriminasi gender dan ketidaksamaan sosial, baik 
dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Proses dan pranata 
pendidikan, media, praktek dan sistem kesehatan, perundang-
undangan dan peraturan, proses politik, model-model pembangunan 
dan pranata pemerintahan memberi kemungkinan bagi perempuan 
untuk memperoleh akses kepada penguasaan terhadap sumber-sumber 
material maupun pusat-pusat informasi yang berupa akses terhadap 
modal sosial, modal budaya, dan modal ekonomi. Maka proses 
pemberdayaan harus mempersoalkan semua struktur dan sumber 
kekuasaan tersebut. Tan (1997) mengingatkan bahwa proses 
pemberdayaan perempuan haruslah demokratis dan bersifat membagi 
kekuasaan. Pemberdayaan perempuan berarti keinginan, bahkan 
tuntutan membagi kekuasaan (sharing power) dalam posisi setara 
(equal), representasi serta partisipasi dalam pengambilan keputusan, 
yang menyangkut kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. 
 Secara kongkrit menurut Fadhil (2002) untuk mengatasi 
rendahnya kualitas sumberdaya perempuan dan kualitas peran 
perempuan maka diupayakan program-program antara lain : 




a. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pendidikan dan 
pelatihan. 
b. Penyiapan lingkungan yang lebih kondusif untuk kesetaraan akses 
dan kesempatan mengikuti pendidikan bagi anak perempuan dan 
laki-laki. 
c. Pengembangan kebijakan pendidikan yang berperspektif gender. 
d. Pengarusutamaan gender dalam tingkat partisipasi, kurikulum, 
materi pelajaran, proses pembelajaran, dan pelaku pendidikan. 
e. Penyediaan sistem dukungan sosial bagi peningkatan kesempatan 
anak perempuan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, pendidikan 
ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta kejuruan. 
f. Peningkatan pengetahuan perempuan mengenai penerapan 
teknologi tepat guna yang berperspektif gender. 
Upaya perluasan akses perempuan terhadap pendidikan 
menengah memerlukan kerjasama ketiga lingkungan (tripartit) yaitu 
lingkungan keluarga/ masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan 
pemerintah daerah. Dari segi lingkungan keluarga/ masyarakat dapat 
dilihat melalui dukungan, kontribusi yang diberikan dan kontrol sosial 
masyarakat. Iklim ekonomi yang tidak memungkinkan sebuah 
keluarga menyekolahkan anaknya mengakibatkan mereka 
memprioritaskan laki-laki untuk sekolah jika dibandingkan dengan 
perempuan. Sedangkan sikap sosial selalu membentuk streotipe bahwa 
perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena tugas utamanya 
adalah mengurus pekerjaan-pekerjaan domestik seperti memasak, 
mengasuh anak, dan melayani suami.  
Kemudian upaya dari lingkungan sekolah menyangkut 
bagaimana bentuk sosialisasi, sistem penjaringan, penyeleksian dan 
penerimaan input, maupun kebijakan-kebijakan alternatif yang 
ditawarkan. Sementara itu dari segi pemerintah daerah menyangkut 
kontrol pemerintah melalui kebijakan, program-program, maupun 
operasionalisasi di lapangan. Peran pemerintah melalui kebijakan-
kebijakan yang sensitif gender tentunya akan memperluas akses 
perempuan terhadap pendidikan. Beberapa kebijakan tersebut dapat 
dipaparkan sebagai berikut : 




a. Kebijakan yang memastikan akses pendidikan, dalam pengertian 
melindungi perempuan dari diskriminasi pendidikan. Beberapa hal 
terkait dengan ini adanya bantuan finansial bagi yang 
membutuhkan, tidak mengalami proses pendidikan yang streotip, 
serta penyediaan fasilitas yang memadai termasuk kualitas pengajar 
yang berperspektif gender. 
b. Kebijakan yang memperhatikan adanya persoalan bidaya partriarki, 
yaitu pemberian sangsi terhadap institusi-institusi pendidikan yang 
mempraktekkan diskriminasi terhadap perempuan. 
c. Kebijakan yang berpihak pada ekonomi lemah, dalam kaitan ini 
memastikan akses pendidikan untuk semua golongan bahkan 
memperjuangkan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar dan 
menengah. Disamping itu sekolah swasta yang melayani keluarga 
mampu harus menyediakan proporsi tertentu dari keluarga yang 
tidak mampu. 
d. Kebijakan yang memperhatikan kurikulum dan teks-teks sekolah. 
Kebijakan ini memberi penekanan pada upaya untuk menghindari 
kurikulum yang bias gender, bahkan mewajibkan pendidikan 
gender di dalam setiap tingkat pendidikan. 
C. Metode Penelitian. 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan 
metode kualitatif. Menurut Singarimbun (1989) penelitian yang 
bersifat deskriptif analitis mencoba memahami gejala sosial secara 
cermat mengenai satu fenomena sosial tertentu, dalam konteks ini 
fenomena pendidikan dan gender. Sedangkan Vredenbergt (1979) 
menyebutkan sebagai suatu penelitian sosial yang berupaya 
menggambarkan realitas sosial yang komplit dengan konsep-konsep 
atau teori-teori yang dikembangkan oleh ilmu sosial. Disamping itu 
juga digunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and 
Development = R & D), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 
menghasilkan produk dan menguji keefektifan produk tersebut 
(Sugiyono, 2010). Validasi produk dapat dilakukan dengan cara 
menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah 
berpengalaman untuk menilai produk berupa rekomendasi kebijakan 




baru tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain produk 
sehingga dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya. 
Informan penelitian terdiri dari kalangan keluarga/ masyarakat, 
sekolah dan pemerintah daerah. Untuk kalangan keluarga/masyarakat 
menggunakan teknik snowball sampling (Bogdan dan Biklen, (1998); 
Moleong (2000), informan dari kalangan sekolah dan pemerintah 
daerah dipilih secara purposive. Sedangkan pemilihan lokasi penelitian 
dengan mempertimbangkan perolehan data dalam mencermati 
perluasan akses perempuan terhadap pendidikan menengah seperti 
kondisi ekonomi masyarakat, budaya, serta kualifikasi sekolah dalam 
hal ini sekolah yang berkualifikasi Rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional, Sekolah dengan Standar Nasional, dan Sekolah Biasa. 
Berdasarkan di atas, maka lokasi penelitian ditetapkan satu kabupaten 
dan satu kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu 
Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Padang. Sementara itu sekolah 
yang menjadi sampel adalah: (1) SMA Negeri 10 Padang; (2) SMA 
Negeri 2 Padang; (3) SMA Negeri 7 Padang; (4) SMA Negeri I 
Kecamatan Payakumbuh; (5) SMA Negeri I Akabiluru; dan (6) SMA 
Negeri I Kecamatan Harau. Adapun teknik dan alat pengumpulan data 
yang digunakan adalah: (1) wawancara mendalam (depth interview) 
menggunakan pedoman wawancara; dan (2) studi dokumentasi dengan 
menggunakan lembaran pencatat. 
Data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Langkah utama 
adalah membuat klasifikasi yang merumuskan kategori-kategori yang 
terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sampai 
kepada penafsiran arti dan jawaban (Vredenbergt, 1979). Penafsiran 
dan interpretasi data merupakan proses pemberian makna pada analisis 
dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Model yang digunakan 
dalam analisis data penelitian ini berpedoman kepada apa yang 
dikemukakan Miles dan Huberman (1992) dengan langkah-langkah 
sebagai berikut :  
a. Reduksi data. Data yang terkumpul direduksi guna menajamkan 
analisis, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan, 
mengarahkan membuang yang tidak dibutuhkan dan 




mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat 
sesuatu kesimpulan yang bermakna. 
b. Penyajian data, yang merupakan proses penggambaran dari 
keseluruhan kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca 
secara menyeluruh sehingga peneliti dapat memahami jawaban dari 
permasalahan yang diteliti. 
c. Penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dan diolah kemudian 
disimpulkan sesuai dengan klasifikasi data menuju suatu 
konfigurasi yang utuh. Jika terjadi kekurangan data atau kesalahan 
data yang diambil, maka dapat dilakukan proses ulang dengan 
tahapan yang sama. 
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan. 
Disadari atau tidak, pendidikan pada hakekatnya merupakan 
tanggung jawab tiga pihak (tripartit) yaitu pemerintah, sekolah dan 
masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan bagi 
peningkatan perluasan akses Perempuan terhadap pendidikan 
menengah, maka aka dikelompokkan ke dalam tiga hal tersebut. 
1. Upaya yang Dilakukan Pemerintah. 
Secara umum Dinas Pendidikan Sumatera Barat dalam 
memecahkan masalah yang dihadapi dunia pendidikan Sumatera Barat 
yaitu: (1) pemerataan dan perluasan kesempatan untuk memperoleh 
pendidikan bagi usia sekolah 7-18 tahun, dengan prioritas pada 
program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun; (2) 
peningkatan mutu untuk seluruh satuan, jenis dan jenjang pendidikan, 
baik mutu input, mutu proses maupun mutu output (lulusan/tamatan), 
lembaga pendidikan; dan (3) peningkatan manajemen pendidikan 
melalui pemberdayaan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan 
pendidikan.  
Kondisi objektif yang dihadapi, ternyata upaya pemerataan dan 
perluasan akses menempuh pendidikan bagi kelompok-kelompok 
masyarakat tertentu seperti Perempuan perlu terus ditingkatkan. Untuk 
itu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, 
kabupaten/ kota dan kecamatan yaitu: Pertama, melakukan 




sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya 
pendidikan dan sekaligus membangkitkan motivasi mereka untuk 
menapresiasi dunia pendidikan. Kedua, memberikan penyuluhan 
tentang gender awareness bagi masyarakat. Hal ini agar mereka bisa 
memahami program pemberdayaan Perempuan yang perlu dilakukan 
terutama dalam bidang pendidikan dan peningkatan taraf hidup 
Perempuan. Ketiga, meningkatkan anggaran pendidikan yang 
responsif gender. Dengan demikian, perluasan dan pemerataan 
kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dapat dirasakan 
oleh seluruh masyarakat sehingga akan tercipta masyarakat 
berpendidikan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Keempat, 
meningkatkan responsifitas stakeholders pendidikan terhadap isu-isu 
gender dalam pendidikan. Kelima, meningkatkan pemberian beasiswa 
secara proporsional untuk memasuki program studi yang bias gender 
terutama terhadap anak perempuan di lokasi penelitian yang 
bersekolah di sekolah-sekolah maskulin. Keenam, menjalin kerjasama 
dengan pihak perguruan tinggi agar dapat mengirimkan mahasiswa 
untuk kuliah kerja nyata yang bersifat tematik terutama dalam 
menanggulangi penanaganan buta huruf, putus sekolah, ataupun 
mendapat pelatihan-pelatihan yang sifatnya life skills. Ketujuh, 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 
pendidikan dengan mengadakan pengawasan yang bersifat 
independen. Kedelapan, membangun sarana-sarana yang diperlukan 
untuk menunjang keberhasilan pendidikan. Kesembilan, bekerjasama 
dengan berbagai dinas yang terkait untuk memudahkan akses 
penduduk dalam memperoleh pendidikan seperti memperbaiki jalan, 
penyediaan transportasi dan lain-lain. 
Untuk mendukung perluasan akses perempuan terhadap 
pendidikan menengah terdapat beberapa kebijakan strategis yang 
dapat dilakukan yaitu: 
1. Menghapus hambatan biaya (cost barrier) melalui pemberian BOS 
bagi semua siswa pada semua jenjang pendidikan. Disamping itu 
dilakukan kebijakan pemberian bantuan biaya personal terutama 
bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. 




2. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas, 
baik laki-laki maupun Perempuan untuk memiliki kesempatan 
mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur 
pendidikan nonformal. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin 
kerjasama dengan berbagai stakeholders pendidikan seperti 
organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, serta perguruan 
tinggi. 
3. Memfasiltasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses 
sekolah, khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan 
SMP cukup besar. 
4. Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan 
kebutuhan dan keunggulan lokal. Disamping itu juga dilakukan 
upaya penambahan muatan pendidikan keterampilan di SMA bagi 
siswa yang akan bekerja setelah lulus. 
5. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk 
desa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 
kecakapan hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat 
melalui program-program pendidikan berkelanjutan. 
6. Memperhatikan secara khusus kesetaraan gender, pendidikan untuk 
layanan khusus di daerah terpencil serta mengimplementasikannya 
dalam berbagai program secara terpadu. 
7. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi, serta advokasi 
kepada masyarakat agar keluarga makin sadar akan pentingnya 
pendidikan. 
8. Melaksanakan advokasi bagi pengambil keputusan, baik di 
eksekutif maupun lagislatif untuk memberikan perhatian yang lebih 
besar pada pembangunan pendidikan. 
9. Memanfaatkan secara optimal sarana teknologi informasi dan 
komunikasi sebagai media pembelajaran dan untuk pendidikan 
jarak jauh sebagai sarana belajar alternatif menggunakan modul 
atau tutorial. 
Sehubungan dengan berbagai kebijakan yang dipaparkan 
sebelumnya, maka upaya untuk merealisasikannya dapat dilakukan 
melalui program sebagai berikut : 




1. Pendanaan biaya operasional wajib belajar pendidikan dasar 9 
tahun. Dalam kaitan ini BOS merupakan upaya mewujudkan 
“pendidikan dasar gratis” yang diartikan sebagai bebas biaya secara 
bertahap. Tentunya hal ini juga perlu untuk dikaji kemungkinan 
penerapannya pada sekolah menengah atas. 
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, baik laboratorium, 
perpustakaan, dan buku pelajaran yang diharapkan berdampak pada 
peningkatan mutu. 
3. Perluasan akses pendidikan melalui jalur nonformal sehingga 
memungkinkan menjangkau peserta didik yang memiliki berbagai 
keterbatasan untuk mengikuti pendidikan formal, terutama anak-
anak dari keluarga tidak mampu. 
4. Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia 15 
tahun ke atas. Hal ini memberikan peluang besar bagi mereka untuk 
memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung sesuai standar 
kompetensi keberaksaraan. 
5. Pendidikan kecakapan hidup sebagai kebijakan strategis bagi 
peserta didik yang memiliki keterbatasan ekonomi. 
6. Perluasan akses SMA/SMK dan SM terpadu, dalam hal ini lebih 
ditekankan pada partisipasi swasta. 
2. Upaya yang Dilakukan Sekolah. 
Sekolah juga berperan penting bagi perluasan akses Perempuan 
terhadap pendidikan menengah, terutama sekali terhadap iklim sekolah 
yang peka gender, muatan kurikulum sampai kepada sikap guru dalam 
berinteraksi dengan muridnya. Untuk itu upaya yang dilakukan 
sekolah adalah : Pertama, terlaksananya sosialisasi kepada siswa 
sekolah akan pentingnya pendidikan dan peningkatan akses 
memperoleh pendidikan tanpa memandang sisi gender. Kedua, 
terevisinya kurikulum dan materi buku pelajaran sekolah yang bias 
gender. Ketiga, menanamkan gender awareness kepada seluruh warga 
sekolah sehingga iklim sekolah dapat lebih responsif gender. Keempat, 
terlaksananya pendidikan yang responsif gender. Kelima, setiap 
sekolah harus mempunyai data base yang akan menyempurnakan 
statistik pendidikan yang berwawasan gender.  




3. Upaya yang Dilakukan Masyarakat. 
Menurut data BPS Susenas (2010), persentase Perempuan dalam 
tidak melanjutkan sekolah 6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan 
penduduk laki-laki, yaitu 6,63% berbanding 1,3%. Umumnya 
penduduk Perempuan tidak melanjutkan sekolah adalah karena alasan 
menikah/mengurus rumah tangga. Disamping itu juga terdapat 
berbagai alasan lainnya yaitu bekerja/mencari nafkah, tidak ada biaya, 
merasa pendidikan cukup, malu karena ekonomi, sekolah jauh, dan 
cacat. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat beranggapan 
pendidikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Oleh 
sebab itu langkah pertama yang dilakukan adalah merubah mindset 
(reorientasi pemikiran) masyarakat bahwa sekolah itu juga merupakan 
tanggung jawab mereka. Apresiasi yang tinggi terhadap dunia 
pendidikan akan memotivasi masyarakat untuk terus bersekolah. 
Reorientasi pemikiran atau pandangan masyarakat tersebut selanjutnya 
diarahkan kepada perluasan dan pemerataan akses penduduk dari sisi 
gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam berpartisipasi 
untuk bersekolah tidak terlalu menunjukkan ketimpangan gender. 
Namun untuk pemerataan kesempatan memperoleh beasiswa, 
pemilihan jurusan, kesempatan melanjutkan pendidikan serta 
penduduk yang buta huruf masih menunjukkan kondisi marjinal bagi 
kaum Perempuan. Untuk itu langkah kongkrit kedua yang dilakukan 
adalah membangun iklim budaya yang kondusif bagi mengatasi 
permasalahan-permasalahan ketimpangan gender yang terjadi di lokasi 
penelitian. Pergeseran iklim budaya dan adat istiadat yang cenderung 
patriarkhis ke arah budaya yang lebih demokratis akan memberi 
peluang bagi peningkatan perluasan akses perempuan terhadap 
pendidikan menengah.  
Upaya ketiga, adalah melakukan gerakan bersama-sama, bersatu 
padu untuk membantu warga masyarakat yang karena kesulitan 
ekonomi (kondisi ekonomi) tidak dapat melanjutkan pendidikan. 
Langkah kongkrit yang bisa dibentuk oleh masyarakat adalah 
mengupayakan terbentuknya badan pemberi beasiswa di bawah 




pengawasan langsung lembaga independen bentukan masyarakat. 
Semacam badan filantropi pendidikan untuk memberikan kesempatan 
yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan, 
tidak hanya sekadar pendidikan menengah bahkan pendidikan tinggi. 
Lebih jauh lagi pendirian badan filantropi tidak hanya menyangkut 
pemberian dana, namun segala upaya yang dapat dicurahkan untuk 
membantu berbagai program dalam pelaksanaan pendidikan formal 
dan non formal. Hal ini tentu berbeda dengan dana-dana Jaring 
Pengaman Sosial (JPS) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 
Selanjutnya langkah keempat, turut membantu pemerintah dalam 
menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses belajar 
mengajar di sekolah. Sedangkan langkah kelima, turut merencanakan, 
melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi program pendidikan di 
kabupaten/kota masing-masing. Selama ini peran yang telah 
digariskan dalam pasal 8 UU No.20 tahun 2003 ternyata tampak 
sebagai sebuah kotak keterlibatan pasif dari masyarakat. 
E. Penutup. 
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat dinyatakan 
bahwa strategi yang dilakukan untuk memperluas akses perempuan 
terhadap pendidikan menengah meliputi sinergitas antara pemerintah, 
sekolah, dan masyarakat. Masyarakat harus mereorientasikan persepsi, 
minat, motivasi dan harapan negatifnya terhadap pendidikan itu 
sendiri. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan responsive 
gender sehingga diharapkan pemerataan dan perluasan akses 
perempuan untuk bersekolah bias terus berlanjut. Sedangkan sekolah 
diharapkan mampu menciptakan iklim kondusif gender awareness 
dapat dijadikan pijakan untuk perluasan memperoleh pendidikan. 
Sehubungan hal tersebut, maka beberapa hal yang perlu 
direkomendasikan sebagai berikut; (1) setiap elemen masyarakat 
hendaknya bersama-sama turut memajukan pendidikan dengan 
mendukung berbagai program pemerintah khususnya pendidikan yang 
responsif gender, (2) perlu didirikan sebuah lembaga semacam 
filantropi yang peduli tentang pendidikan guna menunjang perluasan 




akses pendidikan khususnya bagi Perempuan seperti pemberian 
beasiswa, pembinaan bakat dan kecakapan hidup, dan sebagainya, dan 
(3) peran pemerintah agar lebih optimal dalam menciptakan 
masyarakat dan sekolah yang responsif gender. 
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